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ABSTRAK 

 

 Penelitian yang di lakukan di Dinas Pertanian Daerah Istimewa 

Yogyakarta terletak di Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta. Penelitian ini di 

latar belakangi oleh pentingnya kualitas kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana proses penilaian karyawan dan untuk 

mengetahui bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan di Dinas 

Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data obsevasi 

(pengamatan) dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKP atau Sasaran Kerja Pegawai  

merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Sistem Penilaian Sasaran 

Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Yogyakarta adalah dengan menggunakan 

Sistem Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Online yang selanjutnya di singkat e-

SKP dengan link Si-informan.jogjaprov.go.id. Hasil penilaian prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian DIY dimanfaatkan sebagai dasar 

pertimbangan bahan rekomendasi penetapan keputusan kebijakan pengelolaan 

karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan bidang pekerjaan antara lain : 

penilaian prestasi kerja,  pengangkatan, penempatan,  pengembangan, dan 

penghargaan kepada pegawai. Penilaian kinerja pegawai dan pengisian SKP di 

Dinas Pertanian DIY secara umum telah berjalan dengan baik walaupun masih 

ditemukan  beberapa kendala dalam penerapannya. 

 

Kata Kunci : Penilaian, Sasaran Kinerja Pegawai, Dinas Pertanian DIY 

 

https://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
https://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan kemajuan ilmu teknologi dan informasi yang sangat 

pesat akhir-akhir ini telah membawa banyak perubahan hampir diseluruh 

bidang kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tidak lepas dari 

kebutuhan akan informasi. Dapat dikatakan era sekarang adalah era dimana 

informasi menjadi kebutuhan utama disuatu instansi baik instansi swasta, 

pemerintah atau perusahaan yang berskala kecil, menengah ataupun atas.  

. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat 

kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 

penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.  

Selanjutnya Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin 

objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja 

dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi kerja, promosi atau 

kompensasi lainnya (Performance Related Pay). Penilaian prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat 

capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang 
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telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian 

perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang 

disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri 

Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi 

memang relevan dan secara signifikan berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu Pegawai Negeri Sipil 

yang dinilai.  

Adapun kondisi yang terjadi pada badan pemerintah diantaranya yaitu 

Dinas Pertanian saat ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 41 pegawai 

dengan golongan yang terbawah yaitu golongan I/b dan golongan tertinggi 

IV/c yang kedudukannya sebagai Kepala Dinas. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat 

sebuah karya tulis berbentuk Tugas Akhir dengan judul “Penilaian Sasaran 

Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan 

rumusan masalah, yaitu:  

1. Bagaimana penilaian sasaran kinerja pegawai dilaksanakan pada Dinas 

Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta ? 
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2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penilaian sasaran kinerja 

pegawai pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

C. Tujuan Penelitian Kualitatif   

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui penilaian sasaran kinerja pegawai yang dilaksanakan 

pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penilaian 

sasaran kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Pertanian DIY 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pertanian 

DIY untuk meningkatkan efektivitas penilaian sasaran kinerja pegawai. 

2. Bagi AMA YPK Yogyakarta  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan 

dapat digunakan sebagai tambahan referensi peneliti selanjutnya dalam 

penyusunan Tugas Akhir.  
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3. Bagi peneliti  

a. Meningkatkan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia 

khususnya dalam bidang sasaran kinerja pegawai (SKP). 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan pada 

Program Diploma III Akademi Manajemen Administrasi YPK 

Yogyakarta 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penilaian Kinerja Pegawai 

1. Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut 

dengan Performance Appraisal adalah Evaluasi sistematis terhadap kinerja 

karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga 

dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang 

bersangkutan. Dengan kata lain, Penilaian Kinerja ini menilai dan 

mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian serta pertumbuhan 

seorang karyawan. 

Pengertian Penilaian Kinerja menurut Handoko (1994:11)  

Penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari 

individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah 

menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang 

diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Menurut Chung & Megginson (Gomes, 2002: 135), penilaian 

kinerja adalah suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-

individu anggota organisasi kepada organisasinya. Jadi, penilaian kinerja 

diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu atau kinerja. 

Tujuan penilaian kinerja untuk: (1) mereward kinerja sebelumnya dan (2) 

memotivasi perbaikan kinerja pada waktu yang akan dating. 
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2. Tujuan Penilaian Kinerja 

Adapun tujuan dari penilaian kinerja karyawan antara lain yaitu 

(Rivai, 2005:52) : 

a. Menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. 

b. Memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam 

menentukan nilai suatu pekerjaan. 

c. Melakukan identifikasi kemampuan organisasi. 

d. Melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. 

e. Menyusun sasaran pada masa yang akan datang. 

f. Melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. 

g. Memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang 

diterapkan pada organisasi. 

h. Memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji 

yang sesuai dengan pemberlakukan secara umum. 

i. Membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan 

pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh 

perusahaan. 

j. Memungkinkan manajemen menjalan negosiasi secara rasional dan 

obyektif dengan serikat pekerja ataupun dengan langsung kepada 

karyawan. 

k. Merancang kerangka berpikir dan standar dalam menjalankan 

peninjauan yang dilakukan secara berkala pada sistem pemberian upah 

dan gaji. 
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3. Tahapan-tahapan Penilaian Kinerja  

Menurut Handoko (1994: 11) pada ada umumnya, terdapat 6 tahapan 

untuk penilai kinerja. Berikut ini adalah tahapan dalam penilaian kinerja : 

a. Menetapkan Standar Kinerja 

Proses Penilaian Kinerja dimulai dari penetapan Standar 

Kinerja. Manajer harus menentukan prestasi, Keterampilan ataupun 

Output apa yang akan dievaluasi. Standar-standar kinerja ini harus 

dimasukan kedalam Analisis Jabatan (Job Analysis) dan Deskripsi 

Jabatan (Job Description). Standar Kinerja juga harus Jelas dan 

Obyektif agar mudah dipahami dan dapat diukur. Standar tidak boleh 

diungkapkan secara samar-samar seperti “pekerjaan yang baik” atau 

“Kualitas kerja yang baik”. Karena Standar yang samar-samar ini tidak 

dapat menegaskan standar kinerja dengan jelas. 

b. Mengkomunikasikan Standar Kinerja yang diharapkan ke Karyawan 

Setelah standar kinerja ditetapkan, perlu dikomunikasikan 

kepada masing-masing karyawan sehingga karyawan-karyawan tersebut 

mengetahui apa yang perusahaan harapkan dari mereka. Tidak adanya 

komunikasi akan mempersulit penilaian kinerja. Komunikasi harus 

bersifat dua arah, artinya manajemen harus mendapatkan feedback dari 

karyawannya mengenai standar kinerja yang ditetapkan untuknya. 

c. Mengukur Kinerja yang Nyata 

Tahap penilaian kinerja yang ketiga adalah mengukur kinerja 

nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi-informasi yang tersedia 
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dari berbagai sumber seperti pengamatan, laporan statistik, laporan 

lisan maupun laporan tertulis. Perlu diingatkan bahwa pengukuran pada 

kinerja harus obyektif berdasarkan fakta dan temuan, tidak boleh 

memasukan perasaan ke dalam pengukuran kinerja ini. 

d. Bandingkan Kinerja Nyata dengan Standar yang ditentukan 

Pada tahap ini, kinerja nyata atau kinerja aktual dibandingkan 

dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan 

mengungkapkan penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar 

kinerja. 

e. Diskusikan Hasil Penilaian dengan Karyawan 

Langkah kelima adalah mengkomunikasikan dan mendiskusikan 

hasil penilaian dengan karyawan yang bersangkutan. Langkah ini 

merupakan salah satu tugas yang paling menantang yang harus dihadapi 

oleh manajer karena harus menyajikan penilaian yang akurat sehingga 

karyawan yang bersangkutan menerima hasil penilaian tersebut. 

Diskusi tentang penilaian ini memungkinkan karyawan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta dampaknya terhadap 

kinerjanya di masa yang akan datang. Dampaknya mungkin Positif 

maupun Negatif tergantung pada penilaian yang disajikan. 

f. Mengambil Tindakan Korektif (Tindakan Perbaikan) 

Langkah terakhir pada proses penilaian adalah mengambil 

tindakan korektif (perbaikan) apabila diperlukan. Jika terjadi 

penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan 
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dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka pihak 

perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk 

memperbaiki kinerjanya. 

4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

a. Pengertian SKP  

SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang 

harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan 

dapat diukur. (PP 46, 2011). Dasar hukum SKP adalah PERKA BKN 

NO.01TAHUN 2013 dan PP Nomor 46 TAHUN 2011. SKP merupakan 

pengganti DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pegawai) yang mulai awal 

2014 ini ditiadakan. Penilaiannya diharapkan lebih konfrehensif 

dibandingan dengan DP3, penilaian prestasi kerja ini berbeda dengan 

DP3. Sasaran kerja karyawan adalah tugas dalam jabatan sesuai dengan 

job description masing-masing.  

b. Unsur-Unsur SKP 

Unsur-unsur SKP merupakan bagian dari formulir SKP yang 

akan merupakan bagian dari penyusunan SKP. Unsur-Unsur SKP 

terdiri dari kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target.   

c. Kegiatan tugas jabatan 

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada penetapan 

kinerja/RKT instansi masing-masing dan dijabarkan sesuai dengan 

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya beserta uraian tugas 

yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan jabatan dari yang tertinggi 

hingga tingkatan tertendah. 



10 
 

 
 

d. Angka kredit 

Angka kredit merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh 

seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang 

bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. 

e. Target 

Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan 

yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target 

harus harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, Waktu 

dan biaya. 

1) Kuantitas 

Kuantitas (Target Output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, 

surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. 

2) Kualitas 

Kualitas (Target Kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang 

terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). 

3) Waktu  

Waktu (Target Waktu) merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, 

kwartal, semester, dan tahunan. 

4)  Biaya 

Biaya (Target Biaya) biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, 
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miliaran, dan lain-lain. Dalam hal biaya hanya diisi oleh PNS yang 

secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut 

dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). 

5. Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 

Nomor 46/2011 tentang penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS di 

wajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar 

penilaian prestasi kerja pegawai. Dalam sistem penilaian sasaran prestasi 

kerja, setiap pegawai negeri sipil wajib menyusun sasaran kerja pegawai 

(SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai 

dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, yang secara 

umum telah ditetapkan dalam stuktur dan tata kerja organisasi. Sistem 

Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Yogyakarta 

adalah dengan menggunakan Sistem Penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

Online yang selanjutnya di singkat e-SKP dengan link Si-

informan.jogjaprov.go.id. Sistem ini adalah sistem yang melakukan 

penyusunan, perekaman dan perhitungan secara online. Penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran (31 Desember) 

dengan membandingkan capaian dan target yang telah diperjanjikan 

diawal tahun/kontrak kerja dan ditambahkan dengan tugas-tugas tambahan 

lainnya. Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah dengan cara 

menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot 

https://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
https://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
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nilai dari masing-masing adalah 60% bagi unsur SKP dan 40% bagi unsur 

perilaku kerja.  

Nilai prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai 

berikut. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS melalui penyusunan 

SKP akan aktif dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Penilaian prestasi kerja 

PNS dan SKP selanjutnya dijadikan salah satu syarat dalam Usul 

Kenaikan Pangkat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Untuk penilaian SKP mulai dari:  

a. Kriteria Nilai : 91-100, Keterangan : Hasil kerja sempurna tidak ada 

kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang 

ditentukan dan lain-lain 

b. Kriteria Nilai : 76 – 90, Keterangan : Hasil kerja mempunyai 1 (satu) 

atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan 

pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain 

c. Kriteria Nilai : 61 – 75, Keterangan : Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) 

atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi 

dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. 

d. Kriteria Nilai : 51-60, Keterangan : Hasil kerja mempunyai 5 (lima) 

kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak 

cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. 

e. Kriteria Nilai : 50 ke bawah, Keterangan : Hasil kerja mempunyai 

lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang 



13 
 

 
 

memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan 

lain-lain. 

6. Aspek-askpek Penilaian SKP  

SKP yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar 

penilaian bagi pejabat penilai. Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai 

Negeri Sipil diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target 

dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya. 

a. Aspek Kuantitas 

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kuantitas dilakukan 

dengan membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target 

Output (TO) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target output yang 

direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik 

atau sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output 

yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin 

buruk.  

b. Aspek Kualitas 

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan 

dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target 

Kualitas (TK) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas 

yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin 

baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi kualitas dari target 
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kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang 

semakin buruk.  

c. Penilaian SKP Aspek Waktu 

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dihitung dari 

nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) 

dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 

100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama 

realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang 

direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk 

atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target waktu yang 

direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%), 

menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat 

baik . Penghitungannya aspek waktu : 

1) Dalam penilaian aspek waktu, untuk mengetahui persentase 

efisiensi waktu dari target waktu yang ditentukan 

penghitungannya menggunakan rumus. 

2) Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) 

penghitungannya menggunakan rumus. 

3)  3)  Dalam hal tingkat efisiensi waktu ≤ 24% (kurang dari atau sama    

dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan 

maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan 

rumus. 
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 4) Dalam hal tingkat efisiensi waktu > 24% (lebih dari dua puluh 

empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk 

menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus. 

 

7. Formulir Penilaian SKP  

 

Gambar 2.1 

Formulir SKP 

 

Fromulir SKP adalah formulir Sasaran Kerja Pegawai yang ada 

dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kinerja 

adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan. Cara 
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menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi 

atau outputnya dari orang lain adalah dengan cara mempertimbangkan 

jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun 

Petunjuk pengisian formulir Sasaran Pegawai  

 

Gambar 2.2 

Petunjuk Pengisian Formulir Sasaran Kerja Pegawai 

 

Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah 

dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN 

Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20. Yang dapat memasukkan aspek 

biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya 

kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). 
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Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah 

disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian 

kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu 

pada SKP atasan langsungnya. Untuk menyusun SKP jabatan fungsional 

tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang 

mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai 

dengan jenjang jabatan masing-masing. 

Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai 

lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP 

lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya. 

Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas 

jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan 

masing-masing PNS. Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada 

perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan 

sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing. 

Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu 

dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi. 

Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa 

dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan 

yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan 

nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun 

dalam kolom nilai tugas tambahan. 
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8. Sanksi Bagi Pegawai  yang Tidak Membuat SKP 

Adapun unsur yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sasaran 

kerja pegawai (SKP) yang berisi rencana kerja dan target yang akan 

dicapai oleh seseorang PNS dan perilaku kerja atau tingkah laku, 

sikap/tindakan yang dilakukan PNS. Sesuai Pasal 5 Bab II PP No. 

46/2011, setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja 

tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang 

harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat 

diukur. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat 

penilai (atasan langsung PNS. Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS 

yang tidak menyusun SKP “ dijatuhi hukuman disiplin “ sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. 

Penilaian kinerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan 

komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang 

mengerjakannya untuk mendiskusi apa yang saling mereka harapkan dan 

seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan 

terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan 

produktivitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang 

dibutuhkan agar kinerja semakin meningkat. 

Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin 

objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen 
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kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang 

berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi 

aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas 

jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara 

membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. 

9. Mudahnya Mengerjakan SKP dengan Sistem Informasi SDM 

Namun dalam pelaksanaan SKP, PNS sebagai objek penilaian 

sering kali menghadapi permasalahan dalam pengisian SKP ini. Salah satu 

yang paling terasa adalah pengisian SKP secara manual yang menguras 

waktu, dan tenaga pegawai. 

Selain dibutuhkan ketelitian yang tinggi karena penghitungannya 

menggunakan rumus tertentu seperti dalam menghitung angka kredit 

misalnya. Selain itu, data yang harus diisikan juga tidak sedikit. Tentu 

pegawai harus meluangkan waktu tersendiri untuk menyusun SKP ini. 

Demi memudahkan berbagai pihak terkait dalam rangka 

melakukan pengukuran terhadap prestasi kerja ini. Demi terukurnya 

tingkat produktivitas pegawai dengan cara yang lebih cepat dan mudah, 

kita dapat memanfaatkan SKP online. 

Aplikasi online ini dapat memudahkan seluruh pegawai dalam 

melakukan penyusunan SKP. Mulai dari pengisian formulir SKP, 

penilaian SKP, penilaian prilaku kerja, hingga penilaian prestasi 

kerja. Adanya aplikasi SIM SDM yang mempunyai SKP online tentu 

menjadi sebuah kebutuhan yang penting agar tidak mengganggu tugas 
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pokok, sekaligus tetap dapat mengukur kinerja pegawai dalam waktu yang 

bersamaan. Saat ini telah banyak perguruan tinggi yang menggunakan 

aplikasi SKP online ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang beralamat di Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta. Waktu 

penelitian adalah 17 Februari 2020 sampai dengan 28 Maret 2020. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang Sistem penilaian sasaran 

kinerja karyawan di Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Yogyakarta. 

Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan 

kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, 

diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

 

C. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis atau diolah untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan (Bawono, 2006). Teknik atau cara untuk 

mendapatkan data dalam penelitian-penelitian ini yaitu: 
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a. Metode Wawancara (interview) 

Metode wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara 

dengan satu atau dua orang bagian kepegawaian untuk mengambil data 

dengan wawancara secara bebas sopan penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. 

b. Metode Pengamatan (Observasi)  

Metode Pengamatan adalah metode yang dilakukan dengan cara 

melihat dan mengamati secara langsung apa yang terjadi dan bagaimana 

kegiatan atau tatanan dilokasi. Dalam hal ini penulis terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah melalui pengumpulan data arsip, 

buku-buku, laporan, foto melalui izin terlebih dahulu serta catatan dari 

lokasi yang berhubungan  dengan objek penelitian yang sedang diamati. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari 

sumber aslinya. Data primer merupakan data-data yang diperoleh dari 

Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Yogyakarta yang berasal dari 

observasi dan wawancara. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung dari sumbernya. Data sekunder ini dapat diperoleh oleh peneliti 

dari Jurnal, dan Internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

D.  Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisa Deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. Dalam hal ini penulis akan menguraikan dan 

menjelaskan tentang Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Pada Dinas 

Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Pertanian DIY 

1. Sejarah Umum Dinas Pertanian DIY 

Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga 

Pemerintah Daerah yang dimiliki oleh Pemerintahan Yogyakarta sebagai 

unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian yang beralamat di 

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta dan website: http://distan.jogjaprov.go.id/. 

Dinas Pertanian DIY di bentuk melalui Peraturan Daerah DIY Nomor : 6 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY 

dan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor : 38 Tahun 2008 tentang 

rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas 

Pertanian yang menyebutkan bahwa struktur Dinas Pertanian Provinsi DIY 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan di 

bantu oleh : 

1. Sekretariat 

2. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

3. Bidang Tanaman Pangan  

4. Bidang Tanaman Hortikultura 

5. Bidang Peternakan  

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, yaitu:

http://distan.jogjaprov.go.id/
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a. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura 

b. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 

c. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik 

Kehewanan  

d. Balai Proteksi Tanaman Pertanian 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 Bab II Pasal 2, 

Dinas Pertanian mempunyai fungsi pelaksanaan Kewenangan Pemerintah 

Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekontrasi dan tugas pembantuan 

yang di berikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, 

Dinas Peranian mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyusun program dan pengendalian di bidang pertanian sesuai 

dengan rencana strategis Pemerintah Daerah. 

2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian. 

3. Memberikan perijinan usaha dan pelayanan umum sesuai dengan 

kewenangannya. 

4. Melaksanakan, mengembangkan, mengolah dan memasarkan tanaman 

pangan, hortikultura, dan peternakan. 

5. Melaksanakan pembinaan usaha dan fasilitas kegiatan di bidang 

pertanian lintas Kabupaten/Kota. 

6. Memberdayakan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang 

pertanian. 

7. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
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8. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota. 

9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Salah satu sector pembangunan nasional diantaranya adalah 

pembangunan pertanian yang memiliki tugas dan tanggung jawab bersama 

dari tiga penyusunan pilar negara lainnya yaitu pemerintah sebagai 

fasilitator, dunia usaha sebagai fungsi marketing, akademis/perguruan 

tinggi sebagai patner pemerintah dan sebagai referensi bidang ilmu, serta 

masyarakat tani sebagai subyek pembangunan pertanian. 

Sejalan dengan semangat reformasi, Pemerintah dituntut untuk 

mengubah pola manajemen pemerintah ke arah good governance, clean 

governance, clean government dan social accountability. Oleh karena itu, 

paradigma manajemen pembangunan pertanian menempatkan posisi 

pemerintah selain sebagai fasilitor juga sebagai dinamisator, akselerator, 

regulator dan stabilitor yang berpihak kepada petani dengan menempatkan 

dan meningkatkan peran petani sebagai subyek pembangunan. Program 

pembangunan pertanian diarahkan pada pemberdayaan masyarakat tani, 

sehingga peran birokat difokuskan untuk mendorong investasi swasta dan 

pemberdayaan tani sehingga mampu mendapatkan nilai tambah serta 

meningkatkan pendapatan. 

Tugas penting sector pertanian antara lain menjamin kecukupan 

pangan bagi masyarakat, menyediakan bahan baku bagi industri terkait, 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian. Dalam situasi krisis 

multidimensional yang sudah berlangsung  lebih dari satu dasawarsa 
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melanda negara kita hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda perbaikan 

yang signifikan. Terlebih lagi dengan munculnya kasus terbongkarnya 

korupsi tingkat tinggi yang sangat mempengaruhi fluktuasi saham dan 

masuknya investasi dari luar negeri, dan kenaikan tarif daya listrik 

periodik setiap bulan. Beberapa hal ini menyebabkan hamper semua 

kebutuhan sehari-hari juga mengalami kenaikan harga. 

Data yang diakumulasi oleh BPJS bahwa sektor pertanian telah 

dapat menuunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan diri dari 

goncangan ekonomi dimana sektor pertanian menjadi katup pengaman 

untuk berbagai kerawanan antara lain adalah rawan pangan dan keadaan 

rawan sosial. Dengan keadaan yang demikian itu sektor pertanian 

merupakan penopang utaman kertahanan pangan nasional yang sanggup 

memberi kontribusi besar dalam stabilitasi sosial dan politik nasional. 

Program pemberdayaan masyarakat tani melalui pengembangan 

usaha kelompok baik dalam bentuk kelompok tani tanaman holtikultura, 

kelompok tani peternakan, kelompok wanita tani, maupun gapoktan pada 

subsector agribisnis dan ketahanan pangan telah dan sedang di fasilitasi 

besar-besaran oleh pemerintah. Fasilitas tersebut berwujud BPLM dan 

hibah yang antara lain berupa sarana produksi, permodalan, usaha 

produksi, usaha pengolahan hasil, pemasaran, supervisi, konsultasi, 

SLPHT, dan usaha-usaha jasa penunjang lainnya. Sehingga pada kawasan 

pengembangan diharapkan dapat tumbuh dan mengembangkan sistem 

usaha agribisnis secara terpadu dan berkelanjutan agar tercapai usaha 

pertanian dari hulu hingga hilir. 
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Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan di sektor 

pertanian mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya pertanian 

antara lain sarana prasarana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. 

Semua sumber daya yang ada diarahkan pada pencapaian kesejahteraan 

masyarakat petani melalui peningkatan pendapatan, dan sedapat mungkin 

mempertahankan ketahanan pangan nasional. 

Pengembangan agribisnis diharapkan dapat mempercepat 

peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan penyerapan angkatan kerja, 

dan kenaikan perolehan devisa Negara melalui ekspor produk-produk 

pertanian dan hasil olahan pertanian. Sehingga dalam mewujudkan sasaran 

teknis berupa peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat tani 

dengan sasaran fungsional berupa efektivitas dan efisiensi manajemen 

pembangunan, swadaya dan peran serta masyarakat dalam kegiatan harus 

di susun secara akurat dan tajam sesuai skala prioritas. 

 

2. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pertanian DIY 

a. Undang – undang Nomor: 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Undang – undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah 

sebagaimana yang telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

– undang Nomor: 12 Tahun 2008. 

c. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

organisasi  dan Tata Kerja Daerah Provinsi DIY. 
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d. Peraturan Gubernur DIY Nomor. 38 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas 

Pertanian. 

 

3. Bentuk dan Aktivitas Usaha 

 Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di 

bidang pertanian. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2),  diangkat dan berhentikan  oleh Gubernur sesuai dengan 

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dinas Pertanian 

mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang 

pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di 

berikan oleh pemerintah. 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang di maksud dalam 

pasal 4 Dinas pertanian mempunyai tugas : 

a. Menyusun program dan pengendalian di bidang pertanian sesuai 

dengan rencana strategis Pemerintah Daerah. 

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian. 

c. Memberikan prijinan usaha dan pelayanan umum sesuai dengan 

kewenangannya. 

d. Melaksanakan, mengembangkan, mengolah dan memasarkan tanaman 

pangan, hortikultura, dan peternakan. 
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e. Melaksanakan pembinaan usaha dan fasilitas kegiatan di bidang 

pertanian lintas Kabupaten/Kota. 

f. Memberdayakan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang 

pertanian. 

g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 

h. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

4. Visi Misi 

a. Visi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 

Mewujudkan Pertanian Tangguh, Berdaya saing, Berbasis Potensi 

Lokal dan Berkelanjutan, sebagai Penggerak Perekonomian Regional. 

b. Misi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 

Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk 

pertanian melalui peningkatan SDM, ketersediaan dan optimasi sarana 

prasarana pertanian, teknologi yang spesifik, inovatif, kreatif dan ramah 

lingkungan. 
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5. Struktur Organisasi Dinas Pertanin 

Bagan organisasi Dinas Pertanian DIY secara lengkap disajikan dalam 

gambar 4.1.  

 

 

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 

Dinas Pertanian terdiri dari: 

a. Sekretariat 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 

3) Sub Bagian Program dan Informasi 

b. Bidang Tanaman Pangan: 

1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan 

2) Seksi Produksi Tanaman Pangan 

http://distan.jogjaprov.go.id/sekretariat
http://distan.jogjaprov.go.id/Sub-Bagian-Umum
http://distan.jogjaprov.go.id/Sub-Bagian-Kepegawaian-dan-Keuangan
http://distan.jogjaprov.go.id/Sub-Bagian-Program-dan-Informasi
http://distan.jogjaprov.go.id/Bidang-Tanaman-Pangan
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Sarana-dan-Prasarana-Produksi-Tanaman-Pangan
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Produksi-Tanaman-Pangan
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3) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan 

c. Bidang Tanaman Hortikultura: 

1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Hortikultura 

2) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura 

3) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura 

d. Bidang Peternakan: 

1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan 

2) Seksi Produksi Ternak 

3)  Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian: 

1) Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 

2) Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian 

3)   Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian 

f. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD): 

1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) 

2) UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (BPPTPH) 

3) UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 

(BPSDMP) 

4) UPTD Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik 

Kehewanan (BPBPTDK) 

5) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian (BPTP) 

 

 

http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Pengelolaan-Lahan-dan-Air-Tanaman-Pangan
http://distan.jogjaprov.go.id/Bidang-Tanaman-Hortikultura
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Sarana-dan-Prasarana-Produksi-Tanaman-Hortikultura
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Produksi-Tanaman-Hortikultura
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Pengelolaan-Lahan-dan-Air-Tanaman-Hortikultura
http://distan.jogjaprov.go.id/Bidang-Peternakan
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Sarana-dan-Prasarana-Produksi-Peternakan
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Produksi-Ternak
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Kesehatan-Hewan-dan-Kesehatan-Masyarakat-Veteriner
http://distan.jogjaprov.go.id/Bidang-Pengolahan-dan-Pemasaran-Hasil-Pertanian
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Penanganan-Pasca-Panen-dan-Pengolahan-Hasil-Pertanian
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Pemasaran-Hasil-dan-Pembiayaan-Pertanian
http://distan.jogjaprov.go.id/Seksi-Mutu-dan-Standarisasi-Hasil-Pertanian
http://distan.jogjaprov.go.id/struktur-organisasi/
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPSBP
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPPTPH
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPPTPH
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPSDMP
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPSDMP
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPBPTDK
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPBPTDK
http://distan.jogjaprov.go.id/UPTD-BPTP


32 
 

 

B. Pembahasan 

1. Penilaian Kinerja Pegawai  

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara 

periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Pertanian DIY. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui 

keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan 

untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-

kan tugasnya.  

Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain 

pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan 

dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai 

Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri 

Sipil. 

2. Sasaran Kinerja Pegawai 

SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang  merupakan salah satu unsur 

di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh 

PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional 

Tertentu (JFT) dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan 

rencana kerja Dinas Pertanian DIY yang kemudian dinilai oleh 

atasan/pimpinan langsung penyusun SKP. 

https://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
https://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
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Untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) penyusunan SKP 

disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian 

kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu 

pada SKP atasan langsungnya. Sedangkan bagi Jabatan Fungsional 

Tertentu (JFT) penyusunan SKP mengacu pada lampiran kegiatan yang 

ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang 

mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai 

dengan jenjang jabatan masing-masing. 

3.  Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Dinas Pertanian 

DIY 

Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian 

Yogyakarta adalah dengan menggunakan Sistem Penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai Online yang selanjutnya di singkat e-SKP dengan link Si-

informan.jogjaprov.go.id.  

 

https://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
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Sistem ini adalah sistem yang melakukan penyusunan, perekaman 

dan perhitungan secara online.  

SKP Online adalah suatu aplikasi yang bertujuan untuk membantu 

pegawai dalam membuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus 

dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. 

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada 

tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang 

secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. 

Dengan adanya SKP ini dapat diketahui sampai dimana pencapaian 

kinerja masing-masing pegawai di Dinas Pertanian DIY. SKP memuat 

kegiatan tugas pokok jabatan PNS, serta target yang harus dicapai dalam 

kurun waktu penilaian yang dinilai dengan jumlah bobot keseluruhan 100. 

Penilaian SKP di Dinas Pertanian DIY dilakukan dengan cara 

membandingkan realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan 

berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Perilaku kerja 

juga turut menjadi penilaian dalam SKP. 

Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Pertanian DIY dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan bahan 

rekomendasi penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai 

Negeri Sipil, yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan antara lain :  

1. Penilaian prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam 

kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 
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Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil dalam organisasi (job design).  

2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan  

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 

dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan 

prestasi kerjanya.  

3. Bidang Pengembangan 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 

dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan 

kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan 

dengan pola karier dan program diklat organisas.  

4. Bidang Penghargaan 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 

dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi 

kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi 

kerja, promosi atau kompensasi lainnya (performance related pay).  

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik 

penekanannya pada pengukuran tingkat capaian SKP yang telah direncanakan 

dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang 

dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja 

produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan 

bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil.  
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Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi 

memang relevan dan secara signifikan berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu Pegawai Negeri Sipil 

yang dinilai. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar 

penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian SKP. Oleh 

karena itu penilaian prestasi kerja secara sistemik di Dinas Pertanian DIY 

menggabungkan antara penetapan sasaran kerja pegawai dengan penilaian 

proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, 

hasilnya direkomendasikan untuk dasar pertimbangan tindakan pembinaan 

dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.  

Di dalam memperoleh akurasi penilaian kinerja, di butuhkan kriteria 

penilaian secara jelas untuk itu penilaian kinerja perlu memisahkan antara 

instrumen untuk mengukur produktifitas kerja dan instrumen untuk mengukur 

perilaku kerja, serta unsur potensi PNS unsur produktifitas kerja sebagai 

unsur penilaian yang di dasarkan pada data PNS dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan, yakni kemampuan untuk menghasilkan sesuatu produk/hasil kerja 

yang terdiri dari sub unsur kinerja PNS dan sub unsur perilaku kerja.  

Sub unsur kinerja PNS adalah unsur penilaian yang di dasarkan pada 

kemampuan dan tingkat hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan di bandingkan dengan sasaran kerja pegawai (SKP) yang telah di 

tetapkan. Sub unsur perilaku kerja adalah unsur penilaian yang di dasarkan 

pada sikap dan perbuatan yang tercermin dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan. Praktek penilaian kinerja dilakukan terhadap unsur kinerja dan 
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perilaku kerja yang dicapai oleh PNS dalam periode waktu penilaian, 

pembobotan nilai unsur SKP adalah 60% dan unsur perilaku kerja adalah 

40%. 

4. Kendala-Kendala dalam Penyusunan SKP 

Adapun beberapa kendala yang biasa terjadi dalam penyusunan SKP 

online di Dinas Pertanian DIY adalah : 

a. PNS yang kurang paham atau bahkan belum memahami langkah langkah 

proses SKP online tersebut. 

b. PNS yang kesulitan dalam menggunakan alat kerja komputer atau 

sejenisnya untuk mengakses website SKP online. 

c. Website SKP online yang terkadang tidak dapat di akses karena kepadatan 

pengunjung. 

d. PNS yang kesulitan dalam mengakses fungsi-fungsi dari akses SKP online. 

Dalam mengatasi beberapa kendala di atas Dinas Pertanian DIY terus 

melakukan penerapan dan sosialisasi tentang pengisian dan langkah langkah 

penyusunan SKP online tersebut. Dengan adanya penerapan SKP online di 

Dinas Pertanian DIY di harapkan setiap PNS dapat bekerja sama dalam 

menyampaikan hasil prestasi kerja setiap tahunnya secara tepat waktu agar 

pelaporan kinerja secara elektronik ke dalam aplikasi e-SKP dapat 

dilaksanakan sesuai target waktu yang telah di tentukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan: 

1. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang  merupakan salah satu unsur di 

dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.  

2. Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian 

Yogyakarta adalah dengan menggunakan Sistem Penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai Online yang selanjutnya di singkat e-SKP dengan link Si-

informan.jogjaprov.go.id. 

3. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian DIY 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan bahan rekomendasi penetapan 

keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang 

berkaitan dengan bidang pekerjaan antara lain : penilaian prestasi kerja,  

pengangkatan, penempatan,  pengembangan, dan penghargaan kepada 

pegawai. 

4. Penilaian kinerja pegawai dan pengisian SKP di Dinas Pertanian DIY 

secara umum telah berjalan dengan baik walaupun masih ditemukan  

beberapa kendala dalam penerapannya. 

 

 

 

https://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
https://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, untuk memperbaiki kedepannya  

1. Dinas Pertanian DIY perlu mempekerjakan orang yang ahli pada 

spesialisasi bidang komputer seperti pengolahan aplikasi, pemrograman, 

serta pengelolahan database untuk pelaksanaan SKP online yang lebih 

baik. 

2. Sebaiknya para pelaksana metode SKP online di Dinas Pertanian DIY 

harus lebih memahami maksud dan sasaran kebijakan ini, agar 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat dan efektif. 
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